















































































































































































































































































































































































































































































































































(55)

(36)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk
seorang arbiter. (PPPPO/51:44)
Arbiter yang akan melakukan proses arbitrase berbentuk
majelis arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter
dimana paling kurang 1 (satu) orang arbiter tersebut
merupakan konsultan hukum vyang telah terdaftar di
BAPEPAM selaku Profesi Penunjang Pasar Modal.
(PPPPO/51:45)
Kedua arbiter yang dipilih oleh masing-masing pihak dalam
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung
sejak waktu sesuai dengan Pasal 18.2.2 Perjanjian
Perwaliamanatan, wajib menunjuk dan memilih arbiter
ketiga yang akan bertindak sebagai ketua majelis arbitrase
paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender
sejak penunjukan kedua arbiter oleh masing-masing pihak.
(PPPPO/51:51)
Para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan setuju dan
berjanji untuk tidak akan menggugat keputusan majelis
arbitrase di pengadilan manapun juga. (PPPPO/52:23)
Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses arbitrase
akan ditanggung oleh masing-masing pihak, kecuali karena
Kejadian Kelalaian Emiten sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian
Perwaliamanatan ditanggung oleh Emiten. (PPPPO/52:33)
Emiten dengan ini sekarang akan tetapi berlaku untuk
nantinya mengaku benar-benar dan secara sah berutang
kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh
PT BANK [?] Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan
disebutkan di bawah. (PPPU/3:25)
Emiten dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk
memberikan Jaminan yang disyaratkan oleh Wali Amanat
untuk menjamin pelunasan pada waktunya seluruh Jumlah
Terutang yang oleh sebab apapun juga wajib dibayar oleh
Emiten kepada Pemegang Obligasi.(PPPU/4:15)
Emiten dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk
mempertahankan nilai pasar Jaminan tidak kurang dari 125%
(seratus dua puluh lima persen) dari Pokok Obligasi, dan
dengan ketentuan dalam hal nilai pasar Jaminan karena
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(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)
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sebab apapun turun atau kurang dari 125% (seratus dua puluh
lima persen) dari Pokok Obligasi.(PPPU/4:28)

Emiten setuju untuk sekarang dan pada waktunya nanti untuk
kepentingan Pemegang Obligasi melaksanakan semua
kewajiban Emiten sehubungan dengan eksekusi Jaminan yang
dilakukan oleh Wali Amanat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (PPPU/4:42)

Dalam hal Jaminan tidak mencukupi untuk melunasi pada
waktunya seluruh Jumlah Terutang yang oleh sebab apapun
juga wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obli-
gasi.(PPPU/6:15)

Kedua arbiter yang dipilih oleh masing-masing pihak dalam
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung
sejak waktu sesuai dengan Pasal 3.2.2 Pengakuan Utang,
wajib menunjuk dan memilih arbiter ketiga yang akan
bertindak sebagai ketua majelis arbitrase paling lambat 14
(empat belas) Hari Kalender.(PPPU/7: 3)

Para pihak dalam Pengakuan Utang wajib membantu majelis
arbitrase untuk memperoleh segala keterangan yang
diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan secara sebagai-
mana mestinya.(PPPU/7: 10)

“Bagian Penjaminan” berarti bagian penjaminan dari masing-
masing Penjamin Emisi Obligasi dalam penawaran Umum
berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi
berjanji dan mengikat diri dengan kesanggupan penuh (full
commitment)akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada
Masyarakat. (PPPPEQ/4: 30)

“Hari Bank” berarti hari dimana Bank Indonesia menjalankan
kegiatan kliring. (PPPPEO/7: 10)

“Hari Bursa” berarti hari dimana Bursa Efek atau badan
hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan
Bursa Efek menurut Peraturan Bursa Efek dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (PPPPEQ/7: 12)
“Masyarakat” berarti perorangan dan atau badan hukum,
baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan
atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing,
baik bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di



(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan
hukum di luar Indonesia.(PPPPEQ/8: 1)

“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi” berarti tanggal pada saat
mana Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar
kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam
Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran() yaitu
tanggal ulang tahun Emisi ke-5 (kelima). (PPPPEO/12: 5)
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi” berarti tanggal-
tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo
dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya
tercantung dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen
Pembayaran dengan memperhatikan Pasal 5 Perjanjian Per-
waliamanatan.(PPPPEOQ/12: 15)

“Tanggal Pencatatan” berarti tanggal pencatatan Obligasi
untuk diperdagangkan di Bursa Efek, tanggal mana paling
lambat jatuh 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Pen-
jatahan.(PPPPEO/12: 23)

“Tanggal Penjatahan” berarti tanggal penjatahan dimana
Penjamin Emisi Obligasi memapkan penjatahan Obligasi,
tanggal mana paling lambat jatuh 2 (dua) Hari Kerja setelah
berakhirnya Masa Penawaran.(PPPPEO/12: 26)

Masing-masing Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar dan
menyetor uang hasil Emisi sebesar Bagian Penjaminan dari
masing-masing Penjamin Emisi Obligasi kepada rekening Pen-
jamin Pelaksana Emisi Obligasi.(PPPPEO/18: 11)

Dalam hal terjadi kegagalan pembayaran dan penyetoran
uang hasil Emisi oleh Penjamin Emisi Obligasi yang meng-
akibatkan Bagian Penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi
yang gagal tersebut dialihkan kepada Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi, maka seluruh hak-hak Penjamin Emisi Obligasi
yang gagal tersebut hilang dan selanjutnyaPenjamin Emisi
Obligasi yang gagal tersebut diwajibkan membayar den-
da.(PPPPEO/18: 48)

Emiten tidak memberikan pernyataan dan atau jaminan lain
kepada Penjamin Emisi Obligasi.(PPPPEQ/22: 48)

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi
Obligasi tidak membuat utang atau tidak mengadakan kon-
trak atau kesepakatan yang bersifat material atau berarti
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(79)
(80)

(81)

(82)

(83)

bagi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi
Obligasi, selain daripada perjanjian yang dilangsungkan
dalam rangka menunjang kegiatakan usaha sehari-
hari.(PPPPEQ/25: 37)

MASA BERLAKUNYA DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN.
(PPPPEO/26: 1)

Emiten bagaimanapun juga bertanggung jawab untuk mem-
bayar biaya-biaya yang harus dibayar. (PPPPEO/26: 45)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi
Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus di-
bebaskan oleh Emiten dari segala tuntutan yang disebabkan
karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi
tanggung jawab Emiten. (PPPPEO/28: 26)

Para pihak dalam Perjanjian berjanji dan mengikat diri tidak
akan membuat perjanjian lain apapun sehubungan dengan
Emisi Obligasi baik yang dibuat di bawah tangan maupun
yang dibuat secara otentik. (PPPPEO/28: 50)

Emiten harus membayar semua biaya yang berkenaan dengan
Pelaksanaan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Per-
janjian, dimana biaya-biaya tersebut harus disetujui oleh
Emiten.(PPPPEO/31: 12)

(84) Emiten berkewajiban menyetorkan jumlah uang untuk

pelaksanaan Opsi Beli kepada Agen Pembayaran yang harus
telah tersedia(in good funds) paling lambat 1 (satu) Hari Bur-
sa sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli.(UKCOPP/1: 34)

(85) Emiten dengan ini sekarang untuk nanti pada waktunya mem-
beri kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan alasan
apapun juga kepada Wali Amanat untuk mencairkan
deposito-deposito. (KSFP/2:4)

Kalimat

(1

(2)
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(...) Berhadapan dengan saya, BAMBANG PARIKESIT, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang
nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini. (PK/1:5)

Tuan AGUS SUCAHYO, lahir di Caruban, pada tanggal 13 (tiga
belas) Agustus 1937 (seribu sembilan ratus tiga puluh

tujuh), ... swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau
Agung 00 Blok E-00/16, Rukun Tetangga 000/ Rukun Warga



(3)

“4)

(5)

(6)

(7)

006, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
09.5103.130837.0038, Warga Negara Indonesia. (PK/1:9)
Nyonya YAYUK WIDYASARI, lahi r di Babelan, pada tanggal 2
(dua) September 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh
tiga), ... Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau
Agung 00 Blok E-00/16, Rukun Tetangga 000/Rukun Warga
006, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
09.5103.420943.0031, Warga Negara Indonesia. (PK/1:18)

... dan anggaran dasar mana kemudian diubah seperti dimuat
dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 1999 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 18, yang
dibuat dihadapan SRIKANDI, Sarjana Hukum( ) Notaris di
Jakarta, yang Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah
diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik
Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 1999. (PK/3:6)
(...) Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah seluruhnya
seperti (...) dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 1 (satu)
Juni 2003 (dua ribu tiga) Nomor 2, yang telah memperoleh
persetujuan dari menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal
6 (enam) Juni 2003 (dua ribu tiga) Nomor C-12783
HT.01.04.TH.2003. (PK/4:5)

dan Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah seperti (...)
dimuat dalam akta saya, Notaris( ) tanggal 29 (dua puluh
sembilan) Sempember 2003 (dua ribu tiga) Nomor 130, dan
Laporan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima
dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan
Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober
2003 (dua ribu tiga) Nomor: C-25309 HT.01.04.TH.2003.
(PK/4:17)

Perubahan susunan Direksi dan Komisaris terakhir seperti
(...) dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 29 (dua puluh
sembilan) September 2003 (dua ribu tiga) Nomor 131.
(PK/4:29)
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(9)

(10)
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

170

Selanjutnya para penghadap( ) Tuan AGUS SUCAHYO dan
Nyonya YAYUK WIDYASARI tersebut( ) oleh karena itu untuk
dan atas nama Debitur mengaku berhutang kepada Kreditur
sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) (...)
tersebut diatas dan sewaktu-waktu jumlahnya sebagai
ternyata dari pembukuan Kreditur. (PK/6:2)

Penghadap ( ) Tuan Insinyur RAMAWIJAYA tersebut( )

menjalani sebagaimana tersebut oleh karena itu untuk dan
atas nama Kreditur menerima pengakuan hutang tersebut.
(PK/6:9)

Kreditur setiap waktu berhak untuk menyesuaikan jumlah
kredit yang diberikan dengan jaminan jaminan yang setiap
kali disediakan oleh Debitur, satu dan lain semata-mata
menurut pertimbangan Kreditur. (PK/6:13)

Kreditur berhak dengan ini diberi kuasa oleh Debitur, (...)
kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
perjanjian kredit ini dan( ) oleh karenanya( ) kuasa ini tidak
akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam
pasal 1813. (PK/10:5)

...Menyampaikan laporan keuangan secara periodik. (PK/9:5)
Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Kreditur, Debitur tidak diperkenankan untuk menjaminkan,
menjual( ) atau membebani kewajiban apapun atas harta
Debitur. (PK/10:8)

(...) Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 6( )
Kreditur berhak untuk seketika dengan menyampingkan
ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan tanpa somasi lagi mengakhiri perjanjian kredit
ini dan suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat
serupa. (PK/10:26)

Pada saat perjanjian kredit ini berakhir( ) baik karena waktu
yang disebut dalam pasal 6 telah lampau maupun karena
salah satu sebab dalam pasal 9( ) maka Kreditur berhak untuk
menghentikan fasilitas kredit ini untuk jumlah yang belum
dicairkan dan menarik kembali kredit ini.(PK/12:14)

dalam kejadian mana segala hutang Debitur bersandar atas
perjanjian kredit ini atau perjanjian kredit yang diadakan
kemudian beserta setiap perubahannya, pembaharuannya,



(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

penambahannya( ) serta penggantiannya berikut bunga dan
biaya-biaya yang berkenaan yang jumlahnya di tetapkan
berdasarkan pembukuan Kreditur, harus dapat ditagih dan
dibayar seluruhnya dan dengan seketika.(PK/12:19)

Setelah akta ini saya, Notaris( ) bacakan(,) kepada
penghadap dan saksi, maka akta ini ditandatangani oleh
penghadap, saksi dan saya, Notaris. (PK/17:13)

pukul 11.15 BBWIB (sebelas lewat lima belas Bagian Barat
Waktu Indonesia.(AJFABD/1:1)

Berhadapan dengan saya, BAMBANG PARIKESIT, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, (..) dengan dihadiri saksi-saksi
yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta
ini.(AJFABD/1:5)

Tuan AGUS SUCAHYO, lahir di Caruban, pada tanggal 13 (tiga
belas) Agustus 1937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh),
(...) Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau Agung
00 Blok E-00/16, Rukun Tetangga 000/Rukun Warga 006,
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
09.5103.130837.0038, Warga Negara Indonesia.(AJFABD/1:9)
Nyonya YAYUK WIDYASARI, la hir di Babelan, pada tanggal 2
(dua) September 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh
tiga), (...) Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau
Agung 00 Blok E-00/16, Rukun Tetangga 000/Rukun Warga
006, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
09.5103.420943.0031, Warga Negara Indonesia.
(AJFABD/1:18)

(...) dan anggaran dasar mana kemudian diubah seperti
dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 1999
(seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 18,
yang dibuat dihadapan SRIKANDI, Sarjana Hukum( ) Notaris di
Jakarta, yang Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah
diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik
Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 1999 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ) Nomor: C-
11.781.HT.01.04 TH ’99 dan telah telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh
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(23)

(24)

(25)

(26)

(27)
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empat) September 1999 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh sembilan) Nomor 71, Tambahan Nomor
052.(AJFABD/3:8)

dan Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah seperti (...)
dimuat dalam akta saya, Notaris( ) tanggal 29 (dua puluh
sembilan) September 2003 (dua ribu tiga) Nomor 130, dan
Laporan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima
dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan
Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober
2003 (dua ribu tiga) Nomor: C-25309 HT.01.04.TH.2003.
(AJFABD/4:19)

perubahan susunan Direksi dan Komisaris terakhir seperti (...)
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 29 (dua puluh
sembilan) September 2003 (dua ribu tiga) Nomor 131; (“PT.
BANK PENDAWA LIMA” tersebut selanjutnya disebut
“Penerima Fidusia”). (AJFABD/5:2)

Apabila bagian dari Objek Jaminan Fidusia atau diantara
Objek Jaminan Fidusia ada yang sudah terpakai/terjual,
maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya
mengikat diri untuk mengganti Objek Jaminan Fidusia yang
sudah terpakai/terjual itu dengan Objek Jaminan Fidusia
lainnya yang sejenis( ) yang nilainya setara dengan yang
digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia,
sedang penggantinya Objek Janinan Fidusia termasuk dalam
Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.
(AJFABD/10:11)

Apabila Pemberi Fidusia lalai dan/atau tidak
mengasuransikan Objek Jaminan Fidusia, maka Penerima
Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa
perlu dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia telah diberi
kuasa untuk mengasuransikan sendiri Objek Jaminan Fidusia,
dengan ketentuan bahwa premiasuransinya tetap harus
dibayar oleh Pemberi Fidusia. (AJFABD/12:16)

Apabila hasil penjualan dari Objek Jaminan Fidusia tidak
mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar
oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia tidak



(28)

(29)

(30)

(31)

mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar
oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, maka
Pemberi Fidusia tetap terikat membayar lunas sisa uang
yang masih harus dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Pe-
nerima Fidusia.(AJFABD/14:17)

Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang
diberikan kepadanya seperti tersebut dalam Pasal 7 akta ini,
Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk
dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan
dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia
Objek Jaminan Fidusia atas pemberitahuan atau teguran
pertama dari Penerima Fidusia( ) dan dalam hal Pemberi
Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang
ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang
bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-
mata karenalewatnyawakt u yang telah ditentukan tanpa
untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau
surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia
atau kuasanya yang sah berhak, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (AJFABD/15:25)
Untuk keperluan tersebut( ) menghadap di hadapan pejabat
atau instansi yang berwenang, memberikan keterangan,
menandatangani surat/formulir mendaftarkan Jaminan Fidu-
sia atas Objek Jaminan Fidusia dengan melampirkan Per-
nyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengajukan per-
mohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data
yang tercantum dalam Sertipikat Jaminan Fidusia dan/atau
Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen lain yang
bertalian.(AJFABD/16:4)

Untuk keperluan itu( ) membayar semua biaya dan menerima
kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya mela-
kukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melak-
sanakan ketentuan dari akta ini.(AJFABD/16:15)

Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan Oktober dua ribu tiga
(9-10-2003) Pukul 10( ) 15 WIB (sepuluh lewat lima belas
menit Waktu Indonesia Barat) Berhadapan dengan saya,
BAMBANG PARIKESIT, Sarjana Hu kum, Notaris di Jakarta, (...)
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(33)
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dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut
dalam akhir akta ini.(PU/1:1)

Tuan AGUS SUCAHYO, lahir di Caruban, pada tanggal 13 (tiga
belas) Agustus 1937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh,
(...) Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau
Agung 00 Blok E-00/16, Rukun Tetangga 000/Rukun Warga
006, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
09.5103.130837.0038, Warga Negara Indonesia.(PU/1:9)
Nyonya YAYUK WIDYASARI, la hir di Babelan, pada tanggal 2
(dua) September 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh
tiga, (...) Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau
Agung 00 Blok E-00/16, Rukun Tetangga 000/Rukun Warga
006, Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
09.5103.420943.0031, Warga Negara Indonesia.(PU/1:18)

dan anggaran dasar mana kemudian diubah seperti dimuat
dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 1999 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 18, yang
dibuat dihadapan SRIKANDI, Sarjana Hukum( ) Notaris di
Jakarta, yang Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah
diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik
Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 1999 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: C-
11.781.HT.01.04 TH’99 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat)
September 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan) Nomor 71, Tambahan Nomor 052. (PU/3:7)
Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah seluruhnya seperti
(...) dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 1 (satu) Juni
2003 (dua ribu tiga) Nomor 2, yang telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal
6 (enam) Juni 2003 (dua ribu tiga) Nomor C-12783
HT.01.04.TH.2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 (delapan) Agustus 2003 (dua
ribu tiga) Nomor 63, Tambahan Nomor 6590. (PU/4:6)
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(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

dan Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah seperti (...)
dimuat dalam akta saya, Notaris( ) tanggal 29 (dua puluh
sembilan) September 2003 (dua ribu tiga) Nomor 130.
(PU/4:18)

perubahan susunan Direksi dan Komisaris terakhir seperti
dimuat dalam akta saya, Notaris( ) tanggal 29 (dua puluh
sembilan) September 2003 (dua ribu tiga) Nomor 131; buat
selanjutnya akan disebut juga BANK. (PU/5:1)

Hadir di hadapan saya, Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris, ber-
kedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan
meliputi seluruh wilayah provinsi Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta, (..S.) dengan dihadiri (...) 2 (dua) orang Saksi Akta
yang akan disebut dalam akhir akta. (PPPPO/1:11)

Para penghadap bertindak sebagaimana (... ) disebut(..)
dengan ini menerangkan BAHWA, Emiten bermaksud untuk
menerbitkan dan menawarkan: Obligasi melalui Penawaran
Umum yang diberi nama Obligasi [?] Dengan Tingkat Bunga
Tetap dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal
Emisi dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar [Rp]
(sebagaimana dapat berkurang sehubungan dengan pelak-
sanaan pembelian kembali (buy back ) sebagai pelunasan
Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo
Obligasi sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 5.11 Perjanjian Perwaliamanatan (sebagaimana
didefinisikan di bawah). (PPPPO/1:18)

“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO” atau “KTUR” berarti surat
konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI
kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening,
untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permin-
taan agar diselenggarakannya RUPO, dengan mana terhitung
sejak dikeluarkannya KTUR, maka Obligasi akan dibekukan
oleh KSEI atas sejumlah yang tercantum dalam KTUR dan
pencabutan pembekuan Obligasi dilakukan setelah ber-
akhirnya RUPO dan( ) atau adanya pemberitahuan tertulis
dari Wali Amanat kepada KSEI. (PPPPO/46:22)

Apabila tanggal jatuh tempo bukan pada Hari Bursa, maka
Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi wajib dibayarkan pada
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Hari Bursa berikutnya sesuai dengan Pasal 17.3 Perjanjian
Perwaliamanatan. (PPPPO/11:5)
Apabila tanggal jatuh tempo bukan pada Hari Bursa, maka
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi wajib dibayarkan pada
Hari Bursa berikutnya sesuai dengan Pasal 17.3 Parjanjian
Perwaliamanatan. (PPPPO/11:16)
Apabila Emiten bermaksud untuk mengubah tujuan
penggunaan dana hasil Emisi, maka sesuai dengan Peraturan
BAPEPAM nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal tanggal 17-07-2003 (tujuh belas Juli
dua ribu tiga) nomor Kep-27/PM/2003 tentang Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Emiten
wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
2.3.1 rencana pengubahan penggunaan dana hasil Emisi
harus dilaporkan terlebih dahulu kepada BAPEPAM
dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangan-

nya; dan

2.3.2 pengubahan penggunaan dana hasil Emisi harus
memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah
memperoleh persetujuan RUPQO. (PPPPO/11:44)

Berdasarkan dan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan,
Emiten dengan ini menunjuk PT BANK [?] Tbk, berkedudukan
di Jakarta sebagai Wali Amanat( ) untuk menjalankan tugas
selaku wali amanat dan agen Jaminan berdasarkan syarat dan
ketentuan yang tercantum dalam UPM, Perjanjian Perwali-
amanatan, dan selanjutnya PT [?] Tbk dengan ini menerima
penunjukan sebagai Wali Amanat untuk menjalankan tugas
selaku wali amanat dan agen Jaminan berdasarkan syarat dan
ketentuan yang tercantum dalam UPM, Perjanjian Perwali-
amanatan, dan dengan tidak mengurangi peraturan per-
undang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan
tugas dan kewajiban selaku Wali Amanat dan agen Jaminan
dalam suatu Emisi Obligasi. (PPPPO/12:9)

Dengan memperhatikan Pasal 3.2 Perjanjian Perwali-
amanatan, maka tugas, hak, dan kewajiban Wali Amanas,
antara lain( ) adalah sebagai berikut:



(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(31)

3.3.1 berkewajiban melaksanakan tugas utama Pasal 3.2
Perjanjian Perwaliamanatan, dengan penuh tanggung
jawab, kehati-hatian, dan wajib bertindak secara
bijaksana demi kepentingan terbaik Pemegang
Obligasi; ... (PPPPO/12:28)

(... ) bertanggung jawab atas penatalaksanaan Jaminan
termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

a. mewakili Pemegang Obligasi untuk melakukan pengikatan
Jaminan dan mendaftarkan Jaminan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. menyimpan, menjaga, dan merawat Dokumen Jaminan
dengan baik. (PPPPO/15:18)

Atas biaya dan ongkos apapun termasuk biaya-biaya
konsultasi hukum tersebut Wali Amanat wajib terlebih dahulu
meminta persetujuan dari Emiten, namun apabila Emiten
lalai memberikan persetujuannya dalam waktu 30 (tiga
puluh) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut,
maka Emiten dianggap telah menyetujui permintaan Wali
Amanat. (PPPPO/16:1)

Emiten setuju membebaskan Wali Amanat dari: menanggung
biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang diderita oleh Wali
Amanat yang timbul sehubungan dengan pentaatan
pembatasan-pembatasan dan  pemenuhan kewajiban-
kewajiban Emiten sesuai dengan Perjanjian
Perwaliamanatan, termasuk biaya-biaya konsultasi
hukum. (PPPPO/15:48)

Terhitung mulai berakhirnya perjanjian kredit ini karena
sebab apapun juga, Kreditur tidak dapat diwajibkan lagi
memberi uang pinjaman kepada Debitur. (PK/12:10)

Wali Amanat berhenti menjadi Wali Amanat jika satu atau
beberapa hal-hal di bawah terjadi; Wali Amanat dibubarkan
oleh suatu badan resmi lainnya, atau Wali Amanat
membubarkan diri secara sukarela, atau bubar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PPPPO/16:24)
Akan tetapi, dalam hal disetujui oleh RUPO dan Wali Amanat
yang menggantikannya telah ditunjuk oleh Emiten dengan
persetujuan terlebih dahulu dari RUPO, serta setelah Pasal
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3.11, Pasal 3.12, dan Pasal 3.13 Perjanjian Perwaliamanatan
dipenuhi, maka permohonan Wali Amanat untuk berhenti
sebagai Wali Amanat dapat disetujui segera, dan Wali
Amanat yang mengajukan permohonan berhenti tersebut
dapat dibebaskan dari tugas-tugasnya selaku Wali Amanat.
(PPPPO/17:9)

atas permintaan BAPEPAM dengan dilaksanakan hak BAPEPAM
sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) juncto Pasal 102 ayat (2)
huruf d, e, f, dan g UPM terhadap Wali Amanat; apabila
semua Jumlah Terutang kepada Pemegang Obligasi telah
dilunasi oleh Emiten melalui Agen Pembayaran sesuai dengan
Perjanjian Agen Pembayaran, termasuk dalam hal Emiten
melakukan pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan
100% (seratus persen) Obligasi sebagaimana dibuktikan
dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan syarat-syarat
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.11 Perjanjian
Perwaliamanatan. (PPPPO/17:21)

dalam hal Emiten tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat,
dan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan
pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-
turut kepada Emiten, dan dengan ketentuan tenggang waktu
dari setiap pemberitahuan tersebut adalah 7 (tujuh) Hari
Kerja, maka Wali Amanat dapat mengajukan pengunduran
diri kepada Emiten. (PPPPO/17:34)

Emiten berkewajiban (...) menyelenggarakan RUPO dan me-
laporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pe-
ngunduran diri tersebut dan mengajukan penunjukan Wali
Amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya
pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat.
(PPPPO/17:37)

Tanpa mengurangi Pasal 3.11 Perjanjian Perwaliamanatan,
dalam hal Wali Amanat berhenti menjadi Wali Amanat karena
salah satu sebab Pasal 3.7 Perjanjian Perwaliamanatan, maka
Wali Amanat dengan sendirinya berhenti menjadi pihak
dalam Perjanjian Perwaliamanatan tanpa mengurangi keten-
tuan dalam Pasal 3.12 Perjanjian Perwaliamanatan.
(PPPPO/18:13)
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Segera setelah terjadinya salah satu hal sesuai dengan Pasal
3.7 Perjanjian Perwaliamanatan (kecuali Pasal 3.7.6
Perjanjian Perwaliamanatan), Wali Amanat dalam kedu-
dukannya sebagai Wali Amanat wajib memberikan pertang-
gungjawaban kepada RUPO mengenai tugas-tugas dan
kewajiban-kewajibannya sebagai wali amanat yang telah
dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Perwali-
amanatan, serta melaporkan hal-hal tersebut kepada
BAPEPAM. (PPPPO/19:3)

Sebagai imbalan untuk jasa-jasa yang diberikan oleh Wali
Amanat menurut dan sesuai dengan Perjanjian Perwali-
amanatan, Emiten berjanji untuk membayar kepada Wali
Amanat sesuai dengan surat dari Wali Amanat tanggal [?]
yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang me-
rupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Per-
waliamanatan. (PPPPO/19:17)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas imbalan untuk jasa-jasa
tersebut, kecuali diperoleh pengecualian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi tang-
gungan dan harus dibayar oleh Emiten sesuai dengan tarif
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(PPPP0O/19:23)

Apabila tanggal pembayaran imbalan untuk jasa-jasa Wali
Amanat yang telah ditetapkan jatuh bukan pada Hari Bank,
maka imbalan untuk jasa-jasa tersebut harus dibayar pada
Hari Bank berikutnya. (PPPPO/19:28)

Apabila pada tanggal pembayaran imbalan untuk jasa-jasa
tersebut, Emiten tidak melakukan pembayaran, dan Wali
Amanat telah memberitahukannya kepada Emiten sesuai
dengan Pasal 3.7.7 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Emi-
ten wajib segera membayar jumlah yang wajib dibayar ter-
sebut ditambah denda sebesar tingkat Bunga Obligasi yang
memiliki tingkat suku bunga tetap yang berlaku pada saat
itu. (PPPPO/19:31)

Apabila Wali Amanat berhenti sebelum berakhirnya tugas
Wali Amanat sesuai dengan yang diperjanjikan, maka
imbalan untuk jasa-jasa Wali Amanat yang telah dibayarkan
pada tahun yang bersangkutan oleh Emiten akan dikem-
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balikan oleh Wali Amanat kepada Emiten secara proposional
sesuai dengan jumlah hari di mana Wali Amanat tidak
melaksanakan tugasnya dalam tahun yang bersangkutan
tersebut paling lambat pada hari Wali Amanat baru
memangku jabatannya. (PPPP0O/19:42)

Apabila Emiten melakukan pembelian kembali (buy back)
yang menyebabkan pelunasan seluruh Obligasi, maka Wali
Amanat tidak berhak atas imbalan untuk jasa-jasa untuk
tahun-tahun berikutnya. (PPPP0O/19:49)

dalam hal hasil pemeringkatan atas Obligasi menjadi lebih
rendah dari hasil pemeringkatan pada Pasal 5.8.2 huruf a
Perjanjian Perwaliamanatan, maka besarnya Bunga Obligasi
ditambahkan sebesar 0,25% (nol komadua puluh lima persen)
dari Bunga Obligasi yang berlaku sebelumnya. (PPPPO/21:3)
dalam hal Bunga Obligasi berubah karena penambahan
sehubungan dengan lebih rendahnya peringkat Obligasi sesuai
dengan Pasal 5.8.2 huruf a dan huruf b Perjanjian Perwali-
amanatan, maka Emiten akan menyerahkan Sertifikan Jumbo
Obligasi yang baru kepada KSEl untuk ditukarkan dengan
Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama paling lambat 4 (empat)
Hari Bunga sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
pertama sejak diterimanya hasil pemeringkatan yang lebih
rendah tersebut oleh Emiten. (PPPPO/21:19)

dalam hal Bunga Obligasi berubah karena penambahan
sehubungan dengan lebih rendahnya peringkat Obligasi sesuai
dengan Pasal 5.8.2 huruf a dan huruf b Perjanjian Perwali-
amanatan, maka Wali Amanat atas biaya Emiten wajib untuk
mengumumkannya di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 3 (tiga)
Hari- Kerja setelah hasil pemeringkatan diterima Wali
Amanat. (PPPP0O/21:30)

Pembayaran Bunga Obligasi yang dilakukan oleh Emiten
kepada Agen Pembayaran dianggap sebagai pembayaran
lunas oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi atas Bunga
Obligasi yang harus dilunasi dan telah jatuh tempo, dan
dengan demikian( ) Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk
melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan( )
yang dalam hal karena alasan apapun di luar kesalahan
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Emiten pembayaran Bunga Obligasi tidak dapat diberikan
kepada Pemegang Obligasi. (PPPPQ/21:48)

Apabila Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan atau Tanggal
Pelunasan Pokok Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari
Bunga, maka pembayaran dan atau pelunasan itu harus
dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. (PPPPO/22:16)

Dengan demikian( ) jika terjadi transaksi Obligasi setelah
tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga
Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi
tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi
pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
(PPPPO/22:26)

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi dan untuk kepen-
tingan Pemegang Obligasi, Emiten bersedia dan dengan ini
setuju untuk memberikan Jaminan sesuai dengan Pasal 11
Perjanjian Perwaliamanatan.(PPPPO/22:37)

Apabila Emiten telah memberlakukan pembelian kembali
(buy back) tersebut( ) baik sebagian maupun seluruhnya
sebagai pelunasan Pokok Obligasi, maka Emiten wajib untuk
melaporkan hal tersebut kepada Wali Amanat dalam waktu
paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelunasan
Pokok Obligasi, dan kepada BAPEPAM, Bursa Efek, dan KSEI
dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal
pelunasan Pokok Obligasi.(PPPPO/23:19)

Apabila pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan
seluruh Pokok Obligasi, maka Emiten wajib untuk meng-
umumkannya di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu paling
lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal pelunasan Pokok
Obligasi.(PPPP0O/23:33)

Dalam hal Obligasi dilunasi untuk sebagian, maka Emiten
akan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru ke-
pada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi
yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan
sebagian Obligasi sesuai dengan Pokok Obligasi yang masih
terutang (outstanding) setelah dikurangi dengan jumlah
Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.(PPPPO/23:37)
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Apabila setelah diadakan perhitungan akhir masih terdapat
sisa dana pembayaran Bunga Obligasi dan atau pelunasan
Pokok Obligasi dan atau kewajiban pembayaran lainnya yang
tidak dapat dibayar oleh Agen Pembayaran kepada Pemegang
Obligasi karena sebab apapun, maka dana tersebut wajib
disimpan oleh Agen Pembayaran untuk kepentingan Peme-
gang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi
dan atau pelunasan Pokok Obligasi dan atau kewajiban pem-
bayaran lainnya. (PPPPO/25:4)

Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset
Emiten termasuk hak atas pendapatan Emiten, baik yang ada
sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan
datang, kecuali penjaminan atau pembebanan sehubungan
dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi
pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (refinancing)
yang dijamin dengan aset yang sama. (PPPPO/26:4)

Dalam hal Obligasi dilunasi untuk sebagian, maka Emiten
akan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru
kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obli-
gasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelu-
nasan sebagian Obligasi sesuai dengan Pokok Obligasi yang
masih terutang (outstanding) setelah dikurangi dengan jum-
lah Obligasi yang telah dilunasi sebagian terse-
but.(PPPPO/23:37)

Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi,
Emiten belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan
Pasal 6.2.2 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Emiten harus
membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar 1.50% (satu
koma lima puluh persen) per tahun di atas tingkat bunga
Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terutang.
(PPPPO/28:38)

pinjaman dalam bentuk apapun yang ditujukan untuk
membayar kembali seluruh kewajiban Obligasi. (PPPPO/28:9)
Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian
atau keadaan penting pada Emiten yang dapat secara
material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban
Emiten dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan
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Pokok Obligasi, dan hak-hak lainnya sehubungan dengan
Obligasi, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan
ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang
dapat mempengaruhi kemampuan Emiten dalam memenuhi
kewajibannya dan mengumumkan dalam paling kurang 1
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
setelah diterimanya hasil pemeringkatan dan menyampaikan
bukti pengumuman tersebut kepada BAPEPAM paling lambat
2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman. (PPPP0/29:17)

(...) Memelihara harta kekayaan Emiten agar tetap dalam
keadaan baik, memelihara asuransi-asuransi yang sudah
berjalan, dan senantiasa mengasuransikan harta kekayaan
Emiten yang material sesuai dengan kegiatan usaha uta-
manya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi
baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh
Emiten dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
(PPPPO/30:28)

(...) Memberi izin kepada Wali Amanat untuk (...) pada Hari
Kerja dan selama jam kerja Emiten, melakukan kunjungan
langsung ke Emiten dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin
dan catatan keuangan Emiten sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ter-
masuk peraturan Pasar Modal, dengan pemberitahuan secara
tertulis terlebih dahulu kepada Emiten yang diajukan paling
kurang 3 (tiga) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
(PPPPO/30:36)

(.-.) Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek
keuangan dan bisnis yang baik. (PPPPO/30:45)

(...) Memelihara perbandingan antara EBITDA dan
pembayaran bunga Pinjaman. (PPPPO/31:5)

Dengan ketentuan bahwa sepanjang ketentuan Pasal 6.2.12
dan Pasal 6.2.24 Perjanjian Perwaliamanatan terpenuhi,
maka Emiten dapat melaksanakan perolehan pinjaman dari
pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahu-
lu dari Wali Amanat (namun dengan tetap berkewajiban
memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali
Amanat). (PPPP0O/31:23)
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Selama Pokok Obligasi belum dilunasi, (...) melakukan
pemeringkatan atas Obligasi Emiten, dalam 1 (satu) tahun
minimal sebanyak 1 (satu) kali yang akan dilakukan oleh PT
PEMERINGKAT EFEK INDONESIA, dan menyampaikan hasil
pemeringkatan tersebut kepada Wali Amanat dengan tem-
busan kepada KSEI selaku Agen Pembayaran paling lambat 7
(tujuh) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut
diperoleh Emiten, dan dengan ketentuan pemeringkatan
ulang atas Obligasi wajib dilaksanakan oleh Emiten selama
Jumlah Terutang belum dilunasi oleh Emiten dengan
kewajiban Emiten untuk mengumumkan dalam paling kurang
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ber-
peredaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah
diterimanya hasil pemeringkatan dan menyampaikan bukti
pengumuman tersebut kepada BAPEPAM paling lambat 2
(dua) Hari Kerja setelah pengumuman. (PPPPO/31:30)

(...) Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas,
atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan Emiten harus
atau akan tunduk kepadanya. (PPPPO/31:48)

Dalam hal hasil pemeringkatan atas Obligasi pada tahun
berikunya tetap pada hasil pemeringkatan pada Pasal 6.2.15
huruf a Perjanjian Perwaliamanatan atau menjadi lebih
rendah, maka Emiten wajib melakukan pembayaran tam-
bahan Dana Cadangan Pokok Obligasi sebesar 5% (lima
persen) dari Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.
(PPPPO/32:9)

Maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut
kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya
Emiten, dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri
berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara
yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

(PPPPO/37:24)

(88) Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-
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dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-



(89)

(90)

(91)

(92)

(93)

(94)

langkah yang harus diambil terhadap Emiten sehubungan
dengan Obligasi. (PPPPO/37:32)

Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali
Amanat melakukan penagihan kepada Emiten, maka Obligasi
yang masih belum dilunasi sesuai dengan keputusan RUPO
menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam waktu yang
ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan
penagihan kepada Emiten. (PPPPO/37:35)

Apabila Emiten dalam keadaan lalai sesuai dengan Pasal
9.2.9 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat berhak
tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan
Pemegang Obligasi sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi
yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi, mengambil
tindakan dan keputusan yang dianggap menguntungkan bagi
Pemegang Obligasi sesuai sesuai dengan Sertifikat Jumbo
Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi, dan
termasuk. (PPPP0O/39:6)

Bilamana Wali Amanat menolak permintaan Pemegang
Obligasi sesuai dengan Pasal 10.2.1 Perjanjian Perwali-
amanatan atau bilamana Wali Amanat menolak permintaan
Emiten sesuai dengan Pasal 10.1.2 Perjanjian Perwali-
amanatan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus
memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Obligasi
atau Emiten yang meminta RUPO dengan tembusan kepada
BAPEPAM dengan mencantumkan alasan penolakan tersebut
paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah
diterimanya surat permintaan tersebut. (PPPPO/40:39)
Bilamana dalam RUPO pertama tidak tercapai korum
kehadiran, maka dapat diadakan RUPO kedua dengan acara
yang sama, dalam batas waktu paling cepat 10 (sepuluh) Hari
Kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender
setelah RUPO pertama. (PPPPO/41:18)

Apabila ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh
peraturan Pasar Modal, maka peraturan Pasar Modal yang
berlaku. (PPPPO/44:26)

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan,
maka biaya pemasangan iklan-iklan( ) baik yang berhubungan
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(95)

(96)

(97)

(98)

(99)
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dengan pengumuman kelalaian Emiten maupun yang ber-
hubungan dengan panggilan RUPO dan pengumuman hasil
penyelenggaraan RUPO, biaya pemasangan iklan pengakhiran
tugas Wali Amanat, biaya penyelenggaraan RUPO, biaya
pihak yang ditunjuk untuk membuat berita acara RUPO, dan
sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan
kepada Emiten. (PPPPO/44:48)

Apabila Emiten lalai sesuai dengan Pasal 9.1 Perjanjian
Perwaliamanatan dan setelah mendapat keputusan RUPO
untuk melakukan eksekusi Jaminan atau apabila Emiten lalai
sesuai dengan Pasal 9.3 Perjanjian Perwaliamanatan sehingga
seluruh kewajiban Emiten sesuai dengan Sertifikat Jumbo
Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi menjadi
jatuh tempo, maka Emiten setuju untuk sekarang dan pada
waktunya nanti untuk kepentingan Pemegang Obligasi
melaksanakan semua kewajiban Emiten sehubungan dengan
eksekusi Jaminan yang dilakukan oleh Wali Amanat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(PPPPO/45:36)

Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi Jaminan setelah
seluruh Jumlah Terutang dilunasi, maka Wali Amanat wahib
mengembalikan sisa hasil eksekusi Jaminan kepada Emiten.
(PPPPQO/45:50)

Apabila Wali Amanat melakukan cidera janji atau kelalaian
yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka
Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia
berlaku, kecuali hak Wali Amanat untuk meminta pem-
batalan Perjanjian Perwaliamanatan. (PPPP0O/47:26)

Sesuai dengan Laporan Keuangan Emiten yang diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik [?], Laporan Keuangan Emiten untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2001 (tiga
puluh satu Desember dua ribu satu), tanggal 31-12-2002 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua), dan tanggal 31-12-2003
(tiga puluh satu Desember dua ribu tiga), kecuali
sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalamnya.
(PPPP0O/49:32)

Apabila salah satu pihak pindah alamat, maka pihak yang
pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak



(100)

(101)

(102)

(103)

(104)

(105)

lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.
(PPPP0O/50:20)

jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan
pembayaran Bunga Obligasi atau pelunasan Pokok Obligasi
yang jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pem-
bayaran itu harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
(PPPPO/50:48)

Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan atas kewajiban
pembayaran Emiten, maka Wali Amanat bersama-sama
dengan Emiten akan melakukan perhitungan ulang.
(PPPPO/51:15)

Dalam hal perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut
tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dalam
waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal
pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai
adanya perselisihan tersebut, maka perselisihan atau
perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan.
(PPPPO/49:32)

Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk arbiter
ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan arbi-
ter/majelis arbitrase akan diserahkan kepada Ketua BAPMI
sesuai dengan Peraturan BAPMI. (PPPP0O/52:9)

Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi Jaminan setelah
seluruh Jumlah Terutang dilunasi, maka Wali Amanat wajib
mengembalikan sisa hasil eksekusi Jaminan kepada Emi-
ten.(PPPU/5:1)

Para penghadap dengan dihadiri 2 (dua) orang Saksi Akta,
yaitu: RICHARD LUMBAN TOBING, Sarjana Hukum, lahir di
Porsea.... (PPPU/7: 41)

(106) Apabila tanggal jatuh tempo bukan pada Hari Bursa, maka

(107)

Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi wajib dibayarkan pada
Hari Bursa berikutnya sesuai dengan Pasal 17.3 Perjanjian
Perwaliamanatan. (PPPPEOQ/12: 9)

Segera setelah Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi mene-
tapkan bahwa tidak semua dari Obligasi habis terjual kepada
Masyarakat, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan
memberitahukan kepada Emiten jumlah Obligasi yang tidak
habis terjual kepada Masyarakat.(PPPPEO/14: 32)
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(108) Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka
pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung
jawab  Penjamin  Pelaksana  Emisi  Obligasi  dan
KSEI. (PPPPEO/19: 10)

(109) Apabila ternyata ada Penjamin Emisi Obligasi yang tidak
membayar dan menyetor jumlah yang harus dibayarkannya
sesuai dengan Bagian Penjaminan, maka Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi tidak wajib membayar imbalan jasa pen-
jaminan dan imbalan jasa penjualan kepada Penjamin Emisi
Obligasi selama kewajibannya terhadap Emiten belum di-
penuhi. (PPPPEO/20: 43) -

(110) Selama berlakunya Perjanjian, maka Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi tetap bertanggung jawab atas Emisi dengan
memperhatikan dan mentaati semua peraturan
BAPEPAM. (PPPPEQ/24: 30)

(111) Apabila pada suatu waktu sebelum Tanggal Pembayaran
terjadi Force Majeure, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obli-
gasi atau Emiten berhak untuk mengakhiri Perjanjian dengan
memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain me-
ngenai diakhirinya Perjanjian.(PPPPEO/26: 45)

(112) Dalam hal Bursa Efek menolak secara tertulis untuk
mencatatkan Obligasi, maka Penawaran Umum atas Obligasi
harus dihentikan dan Perjanjian berakhir.(PPPPEO/27: 18)

(113) Apabila Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli,
maka Emiten wajib melunasi lebih awal seluruh Pokok Obli
gasi.(UKCOPP/1: 23)

(114) Apabila terdapat prosedur pelaksanaan pembayaran tersebut
di atas yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku di
KSEl, maka pelaksanaan pembayaran tersebut harus mengacu
kepada ketentuan yang berlaku di KSEI selaku Agen Pem-
bayaran yang ditunjuk oleh Emiten.(UKCOPP/2: 6)

(115) Sisanya yakni sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai
Pokok Obligasi yakni sebesar [?] setelah dikurangi dengan
jumlah akumulasi bunga yang timbul dari penempatan dana
dalam deposito. (KSFP/1: 45)

(116) Semua penyetoran yang dimaksud dalam Pasal 6.1.2 huruf
a,b, dan c Perjanjian Perwaliamanatan adalah di luar
akumulasi bunga yang timbul dari penempatan dana dalam
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bentuk deposito dan bunga atas bunga tersebut, bunga-bunga
mana tidak dapat diambil oleh Emiten dengan alasan apapun
juga dan nilainya diakumulasikan sebagai bagian dari setoran
Sinking Fund untuk Pokok Obligasi, akan tetapi untuk
penempatan dana dalam bentuk deposito tersebut dan bunga
atas bunga tersebut tetap diberikan bunga yang besarnya
sesuai dengan besarnya tingkat suku bunga yang berlaku pada
saat itu di bank. (USFP/1: 31)

Istilah

(1) Seluruh kekayaan Emiten, baik berupa barang tidak bergerak
maupun barang bergerak, baik yang telah ada maupun yang
akan ada dikemudian hari menjadi jaminan secara pari passu
atas Jumlah Terutang kepada Pemegang Obligasi.
(PPPU/6:17)

(2) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar dan
menyetor uang hasil Emisi kepada rekening Emiten (in good
funds) di Bank [?] dengan nomor rekening [?], atas
nama.(PPPPEO/18: 18)

(3) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Emiten telah
menerima comfort letter dari Kantor Akuntan Publik [?]
sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif
dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi.(PPPPEQ/25: 37)

(4) Dalam hal terjadi Force Majeure, pihak yang mengalami atau
mengetahuinya wajib untuk memberitahukan kepada pihak
lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
setelah terjadinya Force Majeure, dan kedua belah pihak
sepakat untuk mengadakan konsultasi sehubungan dengan
terjadinya Force Majeure.(PPPPEO/29: 16)

(5) Opsi Beli terhadap Obligasi dapat dilaksanakan oleh Emiten
pada waktu pelaksanaan call option yang ditetapkan (untuk
selanjutnya disebut “Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli”).
(UKCOPP/1: 8)

(6) Emiten diwajibkan untuk membentuk Sinking Fund dengan
menempatkan dana dalam bentuk deposito pada Wali
Amanat. (KSFP/1:3)




Bahasa Indonesia di dalam bidang hukum dan
perundang-undangan, atau yang lazim di sebut bahasa hukum,
adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam berbagai produk
hukum dan perundang-undangan. Semua produk hukum dan
perundang-undangan di Indonesia wajib menggunakan bahasa
Indonesia. Demikian pula halnya dengan akta perjanjian oleh
pihak-pihak yang berkontrak melalui notaris atau akta notaris
wajib menggunakan bahasa Indonesia. Hanya saja, bahasa
Indonesia yang digunakan dalam akta notaris memang memiliki
ciri khas atau karakteristik tersendiri, terutama karakteristik itu
tampak dalam komposisi, peristilahan, dan gaya pengungkapan-
nya. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana kaidah bahasa
Indonesia  diterapkan di dalam bidang perjanjian dan
penyusunan akta oleh pihak yang berkontrak atau dalam akta
notaris. Dengan perkataan lain, apakah produk-produk akta
notaris di Indonesia sudah ditulis dengan menggunakan bahasa
Indonesia yang benar?
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